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(Kajian Terhadap Qanun Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004)
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Abstrak
Zakat merupakan suatu kewajiban agama yang diwajibkan oleh orang-
orang muslim yang digolongkan sebagai muzakki menurut ketentuan
syari’at Islam. Zakat harus berperan secara maksimum dalam
memberdayakan ekonomi umat, maka zakat haruslah dilaksakan oleh
setiap negara Islam sesuai dengan perintah al-Qur’an dan al-Hadits. Di
Indonesia, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, kegiatan
perzakatan belum berjalan secara optimal, sehingga manfaat atau
hikmah yang terdapat pada program zakat itu sendiri belum maksimal.
Pembentukan lembaga Baitul Mal tersebut merujuk pada Qanun
Nomor 7 Tahun 2004. Dalam qanun tersebut telah diatur berbagai
teknis pelaksanaan pengelolaan zakat, sehingga bila terjadi
penyelewengan dalam pengelolaannya, petugas akan dikenakan sanksi
hukum.
Kata kunci : Pengelolaan Zakat, Baitul Mal, Muzakki
A. Pendahuluan
Zakat merupakan suatu kewajiban agama yang diwajibkan
terhadap orang-orang muslim yang digolongkan sebagai muzakki
menurut ketentuan syari’at Islam. Dari sudut pandang syari’at Islam,
keengganan atau keingkaran terhadap kewajiban membayar zakat
dikenakan sanksi yang tegas, bahkan sebagian ulama menggolongkan
orang tersebut sebagai murtad. Menyadari akan pentingnya peran
zakat dalam mensejahterakan ekonomi umat, maka tidaklah
mengherankan jika Khalifah Abu Bakar as-Siddiq r.a telah
memerangi kaum ingkar zakat, yang dikenal dengan Perang Siffin,
(Aziz, 1996: 1023).
Zakat harus berperan secara maksimum dalam
memberdayakan ekonomi umat, maka zakat haruslah dilaksanakan
oleh setiap negara Islam sesuai dengan perintah Al-Qur’an dan
hadits, (Aziz, 1996: 1024). Seharusnya praktek-praktek yang
digalakkan syari’at Islam semestinya dilaksanakan dengan sungguh-
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sungguh seperti, menjalankan hukum warisan, bersikap sederhana
dalam konsumsi, mewujudkan hak-hak kepemilikan individu dan
sosial terhadap alat-alat produksi dan berbagai aktivitas lainnya yang
mendukung kesuksesan institusi zakat dalam mensejahterakan umat.
Dengan cara ini zakat akan dapat memberdayakan ekonomi
penduduknya di negara-negara muslim. Zakat sebagai salah satu
instrumen kebijakan fiskal dalam Islam, juga dapat berfungsi untuk
menstabilkan ekonomi (economy stabilizer) dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Dalam Islam keberadaan zakat mempunyai
kajian-kajian tersendiri. Mereka sepakat bahwa zakat merupakan
kewajiban mutlak bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan
harta, sebab baik Al-Qur’an maupun hadits telah menjelaskan secara
qath’i kewajiban tersebut.
Di Indonesia, meskipun mayoritas penduduknya beragama
Islam, kegiatan perzakatan belum berjalan secara optimal, sehingga
manfaat atau hikmah yang terdapat pada program zakat itu sendiri
belum maksimal. Tampaknya zakat belum dapat memberikan andil
yang berarti untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Salah satu
sebab tidak optimalnya fungsi zakat dalam pembangunan adalah
karena perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan zakat belum
begitu serius. Padahal dari segi kuantitas, apabila program zakat
dilaksanakan secara terencana dengan baik, maka potensi
pendapatan zakat akan dapat mencapai puluhan triliun rupiah. Ini
merupakan angka yang sangat menggembirakan, sekurang-
kurangnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.
Untuk skala Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari
Indonesia, zakat mampu memberi pengaruh yang signifikan
terhadap perekonomian rakyat Aceh, karenanya potensi zakat di
Aceh harus dioptimalkan. Pendistribusian zakat sebaiknya
diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima
zakat yang mampu mendatangkan pendapatan bagi mereka dan
bahkan menyerap tenaga kerja. Dengan kata lain, pendistribusian
zakat haruslah direkonstruksi dari pola konsumtif menuju pola
produktif. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan fakir
miskin dalam menciptakan pendapatan dan mengeluarkan dirinya
sendiri dari perangkap kemiskinan, sehingga zakat dapat digunakan
untuk membiayai berbagai kegiatan latihan keterampilan produktif.
Bila tidak, maka penerima zakat akan bersikap pasif dan sulit
diharapkan terjadi perubahan-perubahan yang mendasar di kalangan
mereka dalam rangka memberdayakan kelompok ekonomi lemah,
(Abd. Majid, 1999: 5).
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Diakui atau tidak, kelaparan dan keperihan hidup yang melilit
orang miskin (ureung gasien) disebabkan sikap orang kaya yang enggan
menunaikan hak si miskin (zakat), karena dalam harta orang kaya
terdapat hak-hak orang miskin berupa zakat, infaq dan shadaqah.
Ketimpangan ekonomi yang melanda Aceh, dinafikan atau tidak,
disebabkan oleh keengganan sebagian masyarakat dalam
menunaikan zakat. Padahal apabila semua wajib zakat di Aceh
menunaikan kewajibannya (zakat mal dan fitrah) dan dikelola oleh
Badan Baitul Mal secara transparan, amanah, jujur, bertanggung
jawab dan profesional, sungguh dana zakat memiliki potensi yang
sangat besar untuk meringankan beban pemerintah Aceh.
Apabila institusi Baitul Mal dapat dikelola dengan efektif dan
efisien oleh amil-amil yang bertanggung jawab, maka rakyat Aceh
akan terdongkrak dari lubang kemiskinan. Berkaitan dengan hal di
atas, dalam catatan sejarah Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah
membuktikannya. Dengan sistem manajemen zakat yang baik dan
tingginya kesadaran umat Islam terhadap tanggung jawab membayar
zakat, maka tidak berlebihan bila Umar bin Abdul Aziz tidak lagi
mendapati orang yang mau dan berhak menerima zakat. Rakyatnya
sudah hidup makmur dan sejahtera, sehingga dana zakat yang
terkumpulkan tidak ada lagi yang mau menerimanya. Pertanyaannya
sekarang, kenapa Umar bin Abdul Aziz dapat sukses seperti itu?
Kenapa di Aceh tidak terjadi hal demikian? Apakah rakyat Aceh
yang hidup di akhir zaman sekarang tidak lagi berpegang teguh pada
pedoman yang sama dengan Umar bin Abdul Aziz. Untuk itu,
semua pihak tidak terkecuali harus berbenah dan mengintrospeksi
diri untuk mengatur derap langkah ke depan yang "well-planned"
dalam memultifungsikan dan mengoptimalisasikan institusi zakat
dalam mensejahterakan ekonomi rakyat Aceh.
Dalam undang-undang telah diatur Pengelolaan Zakat yaitu
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
dan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak
Penghasilan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2000
Pasal 5 disebutkan, bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak
orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan
usaha yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada amil zakat
atau lembaga amil zakat yang telah dikukuhkan dapat mengurangi
penghasilan kena pajak.
Pada kenyataannya, meskipun telah ada peraturan negara yang
resmi tentang pengelolaan zakat, namun dapat dikatakan bahwa
pemerintah Indonesia belum begitu sungguh-sungguh dan serius
menjalankan program pengelolaan zakat dalam masyarakat. Salah
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satunya adalah pemerintah belum menentukan sanksi pidana bagi
orang-orang yang tidak membayar zakat seperti halnya bagi orang-
orang yang tidak membayar pajak. Peraturan perzakatan yang
ditetapkan oleh pemerintah hanya baru sebatas deskripsi
pelaksanaan atau pemberian fasilitas terbatas bagi yang mau
membayar zakat. Peraturan yang ditetapkan itu tidak mengandung
suatu unsur paksaan atau sanksi, padahal sebagaimana dimaklumi
bahwa suatu peraturan tidak akan berjalan secara optimal, apabila
tidak adanya unsur paksaan atau sanksi-sanksi yang mengikat.
Pembayaran zakat di Indonesia didasarkan pada kesadaran
masyarakat terhadap kewajibannya. Mereka membayar zakat karena
panggilan hati nurani bahwa zakat merupakan kewajiban dan
perintah dari Allah SWT, bukan karena diwajibkan oleh negara.
B. Pengertian Zakat Dan Dasar Hukumnya
Zakat menurut bahasa berarti an-nama’ (kesuburan), thaharah
(mensucikan), syara’ memakai kalimat tersebut dengan kedua
pengertian ini. Pertama, dinamakan pengeluaran harta ini dengan
zakat adalah karena zakat itu merupakan suatu sebab yang
diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan pahala. Oleh karena
itu dinamakan zakat. Kedua, dinamakan zakat adalah karena zakat
itu merupakan suatu kenyataan dan kesucian jiwa dari kekikiran dan
dosa, (ash-Shiddieqy, 1976: 5).
Imam Syafi’i memberikan pengertian zakat adalah suatu
bagian harta benda yang dikeluarkan oleh si muzakki untuk
keperluan membersihkan hartanya dan diberikan kepada orang yang
berhak menerimanya, (al-Jaziri, 1996: 98).
Menurut asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Authar, zakat
diartikan sebagai  memberikan sebagian harta yang mencapai nisab
kepada orang fakir dan seumpamanya yang tidak mengandung
halangan penggunaannya menurut syara’, (Asy-Syaukani, t.t., : 122).
Sementara zakat menurut istilah syara’ adalah mengeluarkan
sebagian dari harta yang dianugerahkan Allah Swt. untuk diberikan
kepada mereka (pihak-pihak atau dalam urusan-urusan) yang telah
ditentukan syara’, menurut aturan yang telah ditetapkan dalam
Kitabullah, sunnah Rasul Saw. dan Undang-Undang Fiqh, (al-Afriki,
1982: 321).
Menurut Abdurrahman al-Jaziry, zakat adalah Memberikan
harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-
syarat tertentu, (al-Jaziry, 1986: 590). Selanjutnya, menurut Sayyid
Sabiq, bahwa zakat adalah Nama sesuatu yang merupakan hak Allah
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Swt. yang dikeluarkan oleh manusia kepada orang-orang fakir,
(Sabiq, 1974: 5).
Mahmud Syaltut memberikan definisi zakat sebagai berikut
“Sedekah (zakat) adalah nama untuk sebagian dari harta yang
dikeluarkan oleh orang-orang kaya untuk saudara-saudaranya yang
fakir dan untuk menegakkan kemaslahatan umum yang menjadi
kebutuhan vital bagi masyarakat, baik untuk pemeliharaan
masyarakat itu sendiri maupun untuk penertibannya”, (Syaltut, t.t., :
114).
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami,
bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dari milik
seseorang, guna diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya,
sebagaimana yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an dan sunnah
serta ijma’ para ulama.
Zakat adalah salah satu aspek dari ajaran Islam. Allah SWT.
telah menetapkan kewajiban zakat seiring dengan kewajiban shalat
pada berbagai firman-Nya. Di samping itu, Nabi SAW. sebagai
penjelas wahyu, telah pula memberi penjelasan tentang zakat dalam
berbagai sabdanya, ditambah dengan uraian panjang lebar dari para
ulama. Dasar hukum zakat yang dimaksudkan dalam pembahasan ini
adalah:
1. Al-Qur’an
Dasar hukum wajib zakat sangat banyak jumlahnya, sebagian
di antaranya sudah diperincikan dan sebagian lagi masih bersifat
umum. Seperti firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 110
yang artinya “dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan
kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu dari kebaikan
dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu
kerjakan”.
Dari ayat di atas tersirat bahwa diberikan wewenang bagi
pengelola zakat/amil untuk mengambil zakat dari orang-orang yang
berhak membayar zakat untuk dikelola dan diberdayakan serta
disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Pengambilan zakat
dari para wajib zakat juga berfungsi untuk membersihkan dan
mensucikan jiwa wajib zakat karena dalam harta mereka terdapat
hak-hak orang lain yang harus ditunaikan, (al-Maraghi, 1994: 289).
Selanjutnya firman Allah surat At-Taubah ayat 103 yang
berbunyi “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat
itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah
untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman
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jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui”.
Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat wajib ditunaikan
sebagaimana kewajiban mendirikan shalat. Hal tersebut adalah demi
kebaikan dan untuk memperoleh ridha Allah SWT, (al-Maraghi,
1994: 321).
2. Al-Hadits
Sabda Nabi Saw. tentang hukum wajib zakat, dari Ibnu Umar
bahwasanya Rasul Saw. bersabda: Islam itu didirikan atas lima sendi,
mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi
Muhammad itu Rasul Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat,
mengerjakan haji dan puasa ramadhan. (HR. Bukhari), (Bukhari, t.t.,:
9). Demikianlah gambaran singkat mengenai wajib zakat melalui dalil
yang umum, baik ayat maupun hadits.
3. Ijma’ Ulama
Ijma’ ulama adalah kesepakatan para ulama salaf (terdahulu,
klasik) dan ulama khalaf (kontemporer) telah sepakat terhadap
kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti kafir dan
sudah keluar dari Islam, (Qardhawi, 1996: 87). Para ulama klasik dan
ulama kontemporer telah sepakat tentang zakat wajib dilakukan oleh
setiap muslim yang memiliki harta benda dan telah sampai nisab
serta haulnya, (Qardhawi, 1996: 87).
C. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat
Para mustahik zakat dalam fiqh seperti yang tercantum dalam
firman Allah Swt. dalam surat At-Taubah ayat 60 yang artinya
“Sesungguhnya, sedekah zakat hanya diberikan kepada orang-orang
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf
yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang
yang berutang pada jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam
perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Dalam ayat di atas, secara jelas Allah Swt. telah menetapkan
delapan golongan yang berhak menerima zakat. Penjelasan lebih
lanjut ashnaf-ashnaf yang berhak menerima zakat menurut formasi
ayat di atas adalah sebagai berikut: pertama, fakir. Imam Syafi’i dalam
kitabnya Al-‘Umm, memberikan definisi fakir yaitu orang yang sama
sekali tidak mempunyai harta kekayaan dan tidak mempunyai usaha
yang dapat memberi hasil, walaupun secara meminta-minta, (Syafi’i,
1961: 71). Menurut Said Mahmud Al-Allusy, pengertian fakir adalah
orang yang tidak memiliki harta dan tidak ada pula usaha yang dapat
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menutupi hajatnya (keperluan sehari-hari), (al-Allusy, t.t., : 121).
Berdasarkan dua pendapat tersebut maka fakir adalah orang yang
sama sekali tidak mempunyai harta benda serta usaha yang dapat
untuk menopang kehidupannya.
Kedua, miskin. Imam Syafi’i menjelaskan, pengertian miskin
adalah orang yang mempunyai harta kekayaan atau usaha, tetapi
usahanya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-
hari, (Syafi’i, 1961: 71). Sedangkan menurut Said Mahmud Al-Allusy,
pengertian miskin yaitu orang yang memiliki harta, tetapi tidak
mencukupinya, (al-Allusy, t.t., : 121). Lebih lanjut, Imam Syafi’i
memberi komentar, bahwa orang fakir itu kondisi atau nasibnya
lebih buruk jika dibandingkan dengan orang miskin. Beliau
mendasarkan pendapatnya kepada beberapa alasan yaitu:
1. Allah Swt. menyebutkan fakir pada proporsi yang utama
dan hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah yang lebih
berhajat.
2. Allah Swt. menjelaskan dengan firman-Nya dalam surat Al-
Kahfi ayat 79 yang artinya “Adapun perahu itu adalah
kepunyaan orang miskin yang bekerja di laut…”. Adanya
kapal bekerja di laut menunjukkan bahwa orang-orang
miskin itu mempunyai sesuatu benda atau harta dan
pekerjaan atau usaha.
3. Ibnu al-‘Araby dan sejumlah ahli bahasa, sebagaimana
dinukilkan oleh Ali as-Sayis dalam kitab Tafsir Ahkam:
bahwa orang miskin adalah orang yang masih mempunyai
sesuatu untuk dimakannya, sedangkan orang fakir ialah
orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa, (al-Allusy, t.t.,
: 121).
Ketiga, amil (pengurus zakat). Said Mahmud Al-Allusy
memberikan pengertian amil yaitu orang yang ditugaskan oleh imam
(penguasa atau pemerintah) untuk mengumpulkan zakat dan segala
urusannya, (As-Sayis, 1953: 33-34). Mengenai amil, ulama
sependapat bahwa mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat,
tetapi mereka berlainan pendapat tentang bagiannya. Bagian amil
adalah sebanyak ongkos yang layak dan pantas serta tidak boleh
lebih dari seperdua (1/2) jumlah zakat, apabila zakat itu sedikit.
Imam Syafi’i, Mujahid dan Dhahak berpendapat bahwa bagian amil
adalah seperdelapan (1/8), sebagaimana diterangkan dalam ayat 60
surat At-Taubah. Tetapi sebagian ulama Syafi’iyah berpendapat jika
seperdelapan kurang dari ongkos yang pantas, maka kekurangannya
diambil dari Baitul Mal, (As-Sayis, 1953: 36).
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Keempat, muallaf. As-Said Bakri Muhammad Syata
menjelaskan, bahwa mualllaf adalah orang yang belum kuat jiwa
keislamannya, sebab belum lama menjadi orang Islam, (Syata, t.t.,:
199). Menurut para ulama, yang dikatakan muallaf ada dua macam
yaitu: Muallaf kafir dan orang muslim. Muallaf kafir adalah orang
yang diharapkan masuk Islam atau untuk mencegah kemudharatan
mereka di mana dengan adanya bantuan serta kepedulian dari umat
Islam diharapkan mereka akan tersentuh hatinya untuk memeluk
agama Islam. Sedangkan muallaf Islam ialah orang-orang yang baru
masuk Islam dan diharapkan bantuannya untuk pembangunan
Islam, (As-Sayis, 1953: 38). Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini
baitul mal Provinsi Aceh juga memberikan perhatian yang besar
terhadap perkembangan para muallaf di kabupaten Aceh Singkil
karena di sana masih banyak masyarakatnya yang non muslim.
Dengan adanya kepedulian dari baitul mal Provinsi Aceh melalui
penyaluran zakatnya kepada para muallaf di sana, maka diharapkan
mereka akan tetap teguh dengan keyakinannya memeluk agama
Islam dan akan memberikan motivasi bagi non muslim untuk masuk
Islam.
Kelima, riqab (orang yang memerdekakan budak). Para ulama
berbeda pendapat mengenai pengertian riqab ini. Ali bin Abi Thalib,
Sa’id bin Jubair, Az-Zuhry, Al-Laits, Ibnu Sa’ad, Imam Syafi’i dan
banyak ulama lain menafsirkan “ar-Riqab” dengan “al-Makatab”,
yaitu budak yang oleh tuannya telah dijamin merdeka, apabila
mampu menyerahkan sejumlah uang. Imam Malik dan Ahmad
berpendapat, bahwa riqab itu tidak hanya mukatab saja, tetapi
termasuk semua budak belian, sehingga menurut mereka, bagian
riqab boleh juga diberikan untuk membeli budak dan kemudian
dimerdekakan, (As-Sayis, 1953: 39). As-Said Bakri Muhammad Syata
berpendapat bahwa riqab adalah budak yang akan membebaskan
dirinya, untuk itu ia harus menebus dirinya dengan sejumlah uang
kepada tuannya dan oleh karena itu perlu mendapatkan bantuan.
Keenam, gharim (orang berutang). Ulama Hanafiyah memberi
pengertian gharim dengan orang yang tidak cukup hartanya untuk
membayar utang. Tetapi, umumnya fuqaha berpendapat, apabila ia
berutang untuk kepentingan umum, maka boleh diberikan zakat
kepadanya, walaupun ia sendiri orang yang kaya. Menurut Sayyid
Sabiq, gharim adalah orang-orang yang telah terbenam atau
tenggelam dalam hutang dan tidak ada kesanggupan lagi untuk
membayarnya, karena utangnya lebih banyak dari jumlah
kekayaannya, (Sabiq, 1974: 122). Berdasarkan uraian di atas dapat
dipahami, bahwa gharim adalah orang yang berutang, baik untuk
Jurnal At-Tafkir Vol. VII No. 1 Juni 2014 174
dirinya maupun untuk kemaslahatan umum. Oleh karena itu wajar
jika ia menerima bagian dari ashnaf zakat sekedar untuk menutupi
kebutuhannya.
Ketujuh, Sabilillah. Ibrahim Al-Bajuri menjelaskan, bahwa
pengertian sabilillah adalah suatu jalan yang dapat menyampaikan
seseorang kepada Allah Swt. (keridhaan Allah), melengkapi semua
perbuatan atau amalan yang sifatnya taat. Namun, istilah ini sering
dipakai untuk maksud perang, baik menurut ‘urf (kebiasaan)
maupun syara’. Karena perang itu adalah jalan menuju syahid
(syahadah/kesaksian) yang menyampaikannya kepada Allah Swt.
Oleh karena itu, istilah sabilillah lebih pantas dipakai untuk itu, (Al-
Bajuri, t.t.,: 284). Menurut Abu Hanifah, Malik dan Syafi’i, bahwa
sabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Swt. dan
tidak mendapat gaji dari pemerintah atau prajurit sukarelawan, (As-
Sayis, 1953: 41).
Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa sabilillah bukanlah
istilah yang ada untuk perang saja, tetapi bagian ini juga digunakan
untuk semua kemaslahatan di jalan Allah Swt. yang bersifat
mewujudkan kebahagiaan dan kemaslahatan umat Islam, seperti
membuat mesjid, rumah sekolah, rumah sakit, pesantren dan
pembinaan pendidikan Islam lainnya. Dalam hal ini dimaksudkan
dengan perang dalam arti membela kemaslahatan umum dan
termasuk membasmi penyakit menular.
Kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang ingin
meneruskan perjalanannya bukan pada jalan yang dipandang
maksiat. Boleh jadi rencananya itu tidak akan berhasil jika tanpa
pertolongan, oleh karena itu, diberikan kepadanya bagian zakat
sekedar untuk menyempurnakan (tercapai) maksudnya, (Asy-
Syaukani, t.t., : 122). Menurut Muhammad Ali As-Sayis, pengertian
ibnu sabil adalah orang-orang yang putus belanja atau kehabisan bekal
dan biaya dalam perjalanannya, meskipun di negerinya ia termasuk
orang kaya, dengan syarat perjalanannya bukan untuk maksiat.
Kepada mereka diberikan sejumlah biaya yang cukup untuk
keperluannya hingga sampai ke tempat yang dituju. Namun, jika
sifatnya untuk maksiat, maka para ulama sependapat tidak boleh
diberikan zakat kepadanya, (As-Sayis, 1953: 41).
Apabila diperhatikan kedelapan ashnaf yang telah disebutkan
di atas, maka di masa sekarang tidak semua ashnaf tersebut dijumpai.
Dalam lingkungan masyarakat tertentu, terdapat jumlah yang
berbeda dari delapan ashnaf yang telah disebutkan, sesuai dengan
kelompok masyarakat itu sendiri. Pada masa sekarang, masalah riqab
(perbudakan) sudah tidak ditemukan lagi. Selanjutnya, orang-orang
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yang kehabisan ongkos ketika sedang dalam perjalanan, ini pun
jarang sekali terjadi di zaman sekarang. Demikian juga, orang-orang
yang berutang untuk kepentingan agama, sedikit sekali yang
melakukannya. Oleh karena itu, menurut kebiasaan yang berlaku,
zakat tersebut diberikan kepada orang-orang fakir, orang miskin,
pengurus harta zakat dan hak lainnya digolongkan ke dalam hak
fisabilillah dan dipergunakan untuk kepentingan agama Islam
khususnya serta dapat diambil kemaslahatannya oleh umat Islam
pada umumnya.
D. Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Qanun Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam  No. 7 Tahun 2004
1. Pengaturan Zakat dalam Qanun Prov. NAD No. 7 Tahun
2004
Zakat merupakan kewajiban bagi orang Islam yang berfungsi
untuk membersihkan harta dan jiwa, sebagian sumber dana potensial
dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial guna
meningkatkan taraf hidup kaum dhu’afa dan serta sebagai salah satu
sumber daya pembangunan umat di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, (Anonim, 2004: 350).
Pengelolaan secara tepat dan benar sangat diperlukan agar
tujuan dari potensi zakat dapat diwujudkan. Sebab melalui zakat
taraf hidup masyarakat Islam dapat ditingkatkan, apabila
pengelolaannya dilakukan sesuai dengan aturan hukum. Zakat
bersumber dari berbagai jenis harta baik dari sumber harta berupa
hewan ternak, biji-bijian, barang tambang, perdagangan rikaz atau
sesuatu yang sudah mencapai nisabnya.
Pemungutan zakat dilaksanakan oleh petugas yang telah
ditentukan oleh pemerintah dan penetapan petugas telah diatur
dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat.
Qanun tersebut merupakan sumber rujukan bagi pengelola zakat,
terutama dalam melakukan pendistribusian zakat yang telah
terkumpul di Baitul Mal.
Pengelolaan zakat merupakan tanggung jawab pemerintah
melalui badan yang dibentuk dan diberi nama Baitul Mal.
Pembentukan lembaga Baitul Mal tersebut merujuk pada Qanun
Nomor 7 Tahun 2004. Dalam qanun tersebut telah diatur berbagai
teknis pelaksanaan pengelolaan zakat, sehingga bila terjadi
penyelewengan dalam pengelolaannya, petugas akan dikenakan
sanksi hukum.
Menurut qanun sebagaimana tercantum dalam Pasal 40
disebutkan bahwa:
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Barang siapa yang melakukan, turut melakukan atau
membantu melakukan penggelapan zakat atau harta agama
lainnya yang seharusnya diserahkan kepada Baitul Mal,
dihukum karena penggelapan, dengan ‘uqubat ta’zir berupa
cambuk di depan umum paling banyak tiga kali, paling sedikit
satu kali dan denda paling banyak dua kali, paling sedikit satu
kali dari nilai zakat atau nilai harta agama lainnya yang
digelapkan, (Anonim, 2004: 367).
Selanjutnya dalam Pasal 41 dijelaskan sebagai berikut:
Petugas Baitul Mal yang menyalurkan zakat secara tidak sah
dihukum karena melakukan jarimah menyelewengkan
pengelolaan zakat dengan uqubat ta’zir berupa cambuk di
depan umum paling banyak empat kali, paling sedikit dua kali
atau hukuman denda paling banyak Rp. 2.000.000,, paling
sedikit Rp. 1.000.000,- atau hukuman kurungan paling banyak
delapan bulan paling sedikit empat bulan, (Abubakar, 2005:
68-69).
Menurut qanun di atas dapat dipahami, bahwa melakukan
penyelewengan dalam pengelolaan zakat dapat dikenakan
hukuman/sanksi. Penjatuhan hukuman kepada petugas karena
menyia-nyiakan amanah yang dibebankan kepadanya untuk
mengelola zakat secara baik dan tepat sasaran. Penjatuhan hukuman
ini di samping dimaksudkan untuk menyadarkan para petugas agar
tidak melakukan penyelewengan zakat, apalagi zakat merupakan
harta agama yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan umat
Islam di muka bumi. Bahkan zakat dapat dikembangkan sebagai
devisa negara dalam melaksanakan pemberantasan kemiskinan.
Tugas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga Baitul
Mal merupakan salah satu bentuk dari penerapan Qanun Nomor 7
Tahun 2004. hal ini membuktikan bahwa petugas pengelola zakat
tidak boleh melaksanakan tugas dengan sewenang-wenang, karena
akan berhadapan langsung dengan sanksi yang telah disebutkan
dalam qanun.
Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Baitul Mal
sangat jelas dan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam
aturan syara’. Kejelasan yang digariskan qanun terhadap
pengelolaannya terlihat dari penentuan perangkat pengelola zakat
sampai menentukan jenis dan kadar nisabnya, sehingga kecil
kemungkinan terjadi penggelapan ketika zakat telah terkumpul di
badan Baitul Mal.
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2. Sistem Pengelolaan dan Pelaksanaannya
Berbicara masalah pengelolaan zakat hampir sama dengan
ruang lingkup pemberdayaan zakat itu sendiri, yaitu bukan sekedar
proses mengelola, tetapi mencakup segala usaha penanaman
(internalisasi) nilai-nilai wajib ke dalam diri subjek zakat. Usaha
tersebut dapat dilaksanakan dengan mempengaruhi, membimbing,
melatih, mengarahkan, membina dan mengembangkan kepribadian
subjek zakat. ”Tujuannya adalah agar terwujudnya manusia muslim
yang beriman dan beramal saleh. Usaha-usaha tersebut dapat
dilaksanakan secara langsung ataupun secara tidak langsung”, (Ash-
Shiddieqy, 1993: 115).
Keterangan tersebut di atas dapat diidentifikasikan, bahwa
pengelolaan zakat dilakukan agar dapat terwujud kepribadian yang
beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Artinya, melalui
pengelolaan zakat yang benar, maka seorang anak manusia mampu
memanifestasikan nilai Islamnya ke dalam kehidupan sehari-hari
sebagai jalan mencari kebahagiaan dunia dan akhirat.
Secara keseluruhan definisi yang bertemakan pengelolaan
zakat itu mengacu kepada suatu pengertian, bahwa pengelolaan
zakat adalah upaya membimbing, mengarahkan dan membina
masyarakat kaya yang dilakukan secara sadar dan terencana agar
terbina suatu masyarakat Islam yang utama sesuai dengan nilai-nilai
ajaran Islam. Tujuan ini secara hierarkis bersifat ideal bahkan
universal. Tujuan tersebut dapat dijabarkan pada tingkat yang lebih
rendah lagi, menjadi tujuan yang bercorak personal sampai dengan
setiap kali melaksanakan kegiatan memungut zakat, (Muslim, t.t.:
174).
Kutipan di atas memberikan pengertian bahwa sebenarnya
pengelolaan zakat merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh
seorang amil dalam rangka menciptakan kondisi serta mengarahkan
umat Islam agar dapat mengerti bagaimana seharusnya hidup yang
sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Usaha ini ditempuh dengan
kegiatan pemberdayaan zakat, terutama dalam bidang zakat harta
sesuai  hadits Rasulullah Saw.:
Dari Abu Hurairah r.a. katanya: Rasulullah Saw. telah mengutus
Umar r.a. untuk memungut zakat. Nabi Saw. diberitahu bahwa: Ibnu
Jamil, Khalid bin al-Walid dan al-Abbas bapak saudara Nabi Saw.
enggan mengeluarkan zakat. Mendengar peristiwa itu Rasulullah Saw.
bersabda: Penolakan Ibnu Jamil tidak lain hanyalah karena takut
fakir,. Dulu dia melarat, lalu Allah Swt. menjadikannya kaya.
Adapun Khalid, maka kamulah yang bertindak secara kasar
terhadapnya. Dia telah menyimpan baju besi dan peralatan perangnya
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demi perjuangan di jalan Allah. (Para pemungut zakat meminta
kepada Khalid agar mengeluarkan zakat dari peralatan perangnya
karena mereka menyangka, peralatan itu barang dagangan yang harus
dikeluarkan zakatnya.) Khalid berkata: Aku tidak wajib
mengeluarkan zakat kepada kamu. Itulah sebabnya mereka
melaporkan kepada Rasulullah Saw. bahwa dia enggan mengeluarkan
zakat. Sedangkan al-Abbas, maka zakatnya adalah menjadi tanggung
jawabku untuk menyelesaikannya, begitu juga zakat seumpamanya.
Kemudian baginda bersabda: Wahai Umar! Tidakkah engkau merasa
bahwa bapak saudara itu sama seperti ayahnya? (HR. Muslim),
(Muslim, t.t.: 174).
Berdasarkan keterangan hadits di atas dapat dipahami, bahwa
zakat merupakan salah satu landasan utama ditegakkan agama Islam.
Hal ini dibuktikan dari tujuan dipaksakan seseorang untuk
membayar zakatnya. Bahkan Rasulullah Saw. akan memaksakan
seseorang untuk membayar zakat, karena dengan zakat tersebut
membuat umat Islam tidak berkecukupan akan menjadi mantap
hidupnya.
Apabila dikaitkan hadits terbut di atas dengan pengertian
pengelolaan zakat sangat erat hubungannya. Sebab hadits tersebut
mengajarkan manusia untuk mengeluarkan zakat dengan sikap
dermawan. Sementara itu, sikap kedermawanan merupakan salah
satu implementasi dari konsep Islam yang benar dan mampu
membawa umat Islam kepada kebaikan di dunia maupun di akhirat.
Akan tetapi dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2004 dijelaskan
bahwa pengelolaan zakat adalah serangkaian kegiatan, perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan,
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Badan
Baitul Mal, (Tim Pelaksana Syari’at Islam, 2004: 350). sebagai mana
yang telah disebutkan dalam qanun tersebut. Apabila hal ini masih
terjadi, maka tujuan awal zakat untuk memberantaskan kemiskinan
akan tidak berjalan sebagaimana diharapkan.
Sementara itu, Yusuf Qardhawi memberikan pengertian
pengelolaan zakat, yaitu serangkaian tugas yang mengumpulkan dan
menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya,
(Qardhawi, 1999: 110). Menurutnya pula orang yang berhak
menerima zakat meliputi amil, fakir miskin, memerdekakan budak,
ibnu sabil, fisabilillah, bayar hutang dan sebagainya.
Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami, bahwa Yusuf
Qardhawi mendefinisikan amil sebagai orang yang mengumpulkan
zakat di kalangan orang-orang yang tidak mau membayarkan
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zakatnya. Menurutnya, orang yang tidak membayar zakat dapat
dikenakan hukuman ta’zir, sebagai hukuman terhadap pelanggaran
yang dilakukan oleh pelanggar tersebut. Sedangkan pengumpulan
zakat menjadi tanggung jawab pemerintah, (Qardhawi, 2004: 96).
Dengan demikian dapat dipahami bahwa bagi pengelola zakat yang
melalaikan kewajibannya dalam pengelolaan zakat akan dikenakan
hukuman. Namun demikian, hukuman yang dikenakan tersebut
disesuaikan dengan kondisi hukum sebuah negeri, sehingga hal
tersebut tidak memberatkan bagi pelanggar hukum itu sendiri.
Untuk lebih jelasnya mengenai angka rupiah yang masuk ke kas
Baitul Mal Provinsi Aceh.
Potensi-potensi dasar yang dianugerahkan Allah Swt. kepada
umat Islam belum dikembangkan secara optimal, padahal umat
Islam memiliki banyak kaum intelektual dan ulama, di samping
sumber daya manusia dan ekonomi melimpah. Jika seluruh potensi
itu dikembangkan dengan seksama, dirangkai dengan potensi aqidah
Islamiyah dan kandungan ajaran Islam yang jernih, tentu akan
memperoleh hasil yang optimal. Pada saat yang sama, kemandirian
dan kesadaran beragama dan Ukhuwah Islamiyah kaum muslimin
pun semakin meningkat, serta pintu-pintu kemungkaran akibat
kesulitan ekonomi akan semakin dipersempit, (Qardhawi, 2004: 99).
Dimensi pemahaman zakat oleh sebagian besar umat Islam
masih terfokus pada dimensi fikih, artinya zakat merupakan salah
satu kewajiban umat Islam dan apabila ditunaikan lepaslah
kewajibannya serta dimensi ibadah ritual semata, belum menyentuh
ibadah sosial ekonomi, artinya zakat baru disadari sebagai ibadah
yang hanya akan menyampaikan pelakunya pada kesempurnaan
ibadah, padahal umat Islam sebenarnya memiliki potensi dana yang
sangat besar dan dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang
kurang mampu secara optimal.
E. Kesimpulan
1. Kewajiban mengeluarkan zakat bagi setiap pribadi muslim yang
telah mampu dan mempunyai syara-syarat tertentu bukanlah
hanya merupakan ibadah dalam hubungan fertikal antara
makhluk dengan khaliqnya semata-mata. Akan tetapi, zakat juga
merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu
menifestasi dimensi keimanan kepada Allah SWT, dan juga
mengandung dimensi amaliah sosial dalam hubungan horizontal
antara sesama umat Islam. Zakat merupakan sumber dana umat
Islam yang diambil dari bagian jenis kekayaan, dan dibagikan
kepada mustahiknya sesuai dengan ketentuan syara’.
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2. Sistem pengelolaan zakat di Nanggroe Aceh Darussalam
menurut Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7
Tahun 2004 adalah dengan cara menarik zakat dari para wajib
zakat dan kemudian menyalurkannya kepada orang-orang yang
berhak menerima. Pengelolaan zakat merupakan tanggung jawab
pemerintah melalui badan yang dibentuk dan diberi nama Baitul
Mal. Pembentukan lembaga Baitul Mal tersebut merujuk pada
Qanun Nomor 7 Tahun 2004. Dalam qanun tersebut telah
diatur berbagai teknis pelaksanaan pengelolaan zakat, sehingga
bila terjadi penyelewengan dalam pengelolaannya, petugas akan
dikenakan sanksi hukum. Pemungutan zakat dilaksanakan oleh
petugas yang telah ditentukan pemerintah dan penetapan
petugas telah diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Zakat.
3. Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun
1999, bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak (individu)
pemeluk agama Islam atau wajib pajak yang berbentuk badan
usaha yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada amil zakat
atau lembaga amil zakat yang telah dikukuhkan dapat
mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak. Sementara
pengelolaan zakat yang ada dalam masyarakat belum berjalan
secara optimal, sehingga manfaat atau hikmah yang terdapat
pada program zakat itu sendiri belum maksimal. Zakat belum
dapt memberikan andil yang berarti untuk membiayai
pembangunan di Indonesia. Salah satu sebab tidak optimalnya
fungsi zakat dalam pembangunan adalah karena perhatian
pemerintah terhadap pemberdayaan zakat belum begitu serius.
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